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BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BATANG NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN

Menimbang :

Mengingat :

a.

BATANG NOMOR 20 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
46/PUU-XII/2014 yang menyatakan bahwa penjelasan pasal
124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Peraturan
Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2011 tentang
Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang
Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa Umum, perlu
disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang
Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Batang Dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1865 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Repunlik Indonesia Nomor 2757);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
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10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4843);

.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5145);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan,
Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah
Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3381);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3980);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48153);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E 1);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun
2008 Nomor 1 Seri E 1);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20 Tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Batang Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang
Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran
Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 7);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2015
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 2 Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Batang Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG
dan
BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 20 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 20
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Batang Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi jasa Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 7) diubah sebagai

berikut:



1. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 80

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur
berdasarkan frekuensi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 82 diubah, dan ditambah 3 (tiga) ayat
baru yakni ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 82

(1) Struktur dan Dbesarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi ditetapkan berdasarkan frekuensi pengendalian dan
pengawasan.

(2) Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

Retribusi Tingkat Tarif
Pengendalian _ | Penggunaan X Retribusi
Menara Jasa
Telekomunikasi

(3) Besarnya Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan perincian sebagai berikut:
a. Tingkat Penggunaan Jasa :
Frekuensi pengendalian dan pengawasan;
b. Tarif Retribusi:
1. Komponen biaya operasional pengendalian dan pengawasan:
a) biaya honorarium Petugas Pengawas per orang;
b) biaya transportasi per orang;
c) biaya uang makan per orang;
d) biaya alat tulis kantor.
2. Indeks/koefisien menara:
a) zona menara;
b) ketinggian menara,;
c) jenis menara; dan
d) jarak tempuh.

(4) Komponen biaya operasional pengendalian dan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 sesuai dengan
standar harga yang ditetapkan oleh Bupati.

(5) Indeks/koefisien menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b
angka 2 adalah sebagai berikut:
a. Zona menara:
1. wilayah perkotaan : 2
2. wilayah pedesaan : 1,5
3. wilayah hutan/perkebunan : 1

4



b. ketinggian menara:
1. ketinggian > 80 m : 2
2. ketinggian 61 m - 80 m : 1,75
3. ketinggian 41 m-60m : 1,5

C. jenis menara:
1. menara tunggal : 2
2. menara bersama : 1
d. jarak tempuh :
1. jarak tempuh jauh : 2
2. jarak tempuh sedang : 1,5
3. jarak tempuh dekat : 1

3. Lampiran X dihapus.
Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 30 Mei 2016

BUPATI BATANG
ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 30 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2016 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA
TENGAH:

(4 / 2016).

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd 5
AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum

Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BATANG NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Kebijakan Pemerintah terhadap Retribusi Pengendalian Menara
Telekomunikasi mengalami perkembangan keadaan, terutama adanya
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 bahwa penjelasan pasal
124 Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka
perlu merubah dan atau menghapus ketentuan Pasal - Pasal dan
Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana diatur
dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011.

I1. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Cukup jelas.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.
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